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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengenditifikasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum kepala daerah (PEMILUKADA) Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, serta mengetahui kendala kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) objek peneliti berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitianini menggunakan dua sumber data yaitu data sekunder dan dat premier. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode riset lapangan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, riset kepustakaan. Sedangkan tekhnik analisis data menggunakan metode interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser cukup optimal , Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Long Ikis melakukan upaya-upaya kongkrit untuk mesukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) seperti effisien dalam menggunakan anggaran, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, sangat responsif dalam menerima masukan, dan respon positif dari masyarakat. Akan tetapi hasil penyelenggaraan Pemilukada tidak mencapai target yang direncanakan ada kendala yang menghambat kinerja seperti waktu yang digunakan dalam perkrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggaran yang kurang, kurangnya kompetensi anggota penyelenggara pemilihan tingkat desa, akses telekomunikasi yang kurang memadai, pola pikir masyarakat, dan sarana transportasi yang kurang memadai.

Kata Kunci: Evaluasi, kinerja, PPK, Pemilukada.
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Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemilukada, PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi, dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik.

Setelah proses seleksi dihasilkan struktur keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 yaitu: Misbah sadili S,Ag (Ketua), Erna nuryanti (Anggota), Muhammad Irpan (Anggota), Zulfy anwari (Anggota), Ahmad arbain S,P (Anggota) Adapun sekretaris PPK Long Ikis adalah Indah purwanti S,E . Dalam 5 orang PPK Long Ikis keterwakilan perempuan 1 orang.

Sejak dilantiknya PPK, maka PPK sudah terhitung masa kerja PPK saat mulai bekerja pada saat tahapan pemilu. Anggota PPK yang ada menjalankan tugas sebagaimana ketetapan yang ada. Pada pengelolaan daftar pemilih PPK bekerja sama dengan PPS dan KPU Kota dalam pelaksanaan kerjanya PPK dibantu oleh unsure sekretaris dan staf sekretaris dari pemerintah kecamatan. PPK tunduk dan Patuh dengan kode etik penyelenggaraan pemilihan yang tertuang dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 5/2017 yang pada pokoknya berisi: Asas langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dibalik pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Long Ikis terdapat masalah-masalah yang sering terjadi seperti terdapat masalah yakni partisipasi pemilih yang kurang dari data yang diperoleh dari PPK Kecamatan Long Ikis terdapat 59 % partisipasi pemilih dari 27.482 (dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua) daftar pemilih te1tap Sebagai lalu penyusunan data pemilih yang terlambat dari waktu yang sudah ditentukan.

Penelitian ini fokus pada evaluasi kinerja Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Long Ikis. Pada dasarnya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kecamatan Long Ikis terdapat 25 (dua puluh lima) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 27.483 (Dua puluh tujuh
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ribu empat ratus delapan puluh tiga) dengan rincian DPT Laki-laki berjumlah 14.165 (Empat belas ribu seratus enam puluh lima) dan DPT perempuan berjumlah 13.318 (Tiga belas ribu tiga ratus delapan belas).

Melihat peranan dari pada PPK ini sendiri kita sebagai masyarakat yang cakap politik dapat melihat bagaimana proses pemilukada tersebut dan pelaksanaan yang dilakukan. Kinerja dari PPK sepatutnya kita evaluasi dan nilai sehingga pelaksanaan tugasnya itu dapat dirasakan atau hanya sekedar pelaksanaan yang bersifat formalitas saja. Tentu tolak ukur pengevaluasian dan penilaian itu sendiri melalui teori evaluasi Kebijakan karena PPK dibentuk oleh kebijakan berupa Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.Kemudian tanggung jawab yang dibebankan pada PPK sendiri apakah sudah mampu menyelenggarakan pemilukada di kecamatan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Jadi kita tahu sejauh mana PPK ini dapat menyelenggarakan pemilukada dengan benar.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (2014:228-229) penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya, penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan. Kemudian menurut Arikunto (2013:36) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.

Dari berbagai pengertian evaluasi kebijakan di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah proses penilaian atau pengukuran apakah sebuah kebijakan telah berjalan sesuai seperti apa yang telah ditentukan, baik itu dampak yang dihasilkan maupun proses pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri.

Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Suharno (2013:224-227) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni: (1) Evaluasi semu (pseudo
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evaluation), (2) Evaluasi Formal (formal evaluation) dan (3) Evaluasi Keputusan Teoritis.

Kinerja

Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:9), kinerja Panitia adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Kinerja organisasi adalah tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang harus dicapai oleh organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu (Simanjuntak 2005:103).

Menurut Prawirosentono (2001:2), “Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Berdasarkan beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Panitia adalah hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya atau sebagai gambaran mengenai tentang besar kecilnya hasil yang dicapai dari suatu kegiatan baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi-misi suatu organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran Kinerja

Mardiasmo (dalam S.Tangkilisan, 2005:196) mengemukakan bahwa tolak ukur kinerja Panitia organisasi publik berkaitan dengan ukuran keberhasilan yang dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Satuan ukur yang yang relevan digunakan adalah efisiensi pengelolaan dana dan tingkat kualitas layanan yang diberikan kepada publik. Menurut Dwiyanto, dkk (2002:48), aspek-aspek kinerja Panitia tersebut harus bersifat multidimensional. Dimensi tersebut terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Secara rinci uraian aspek-aspek atau dimensi-dimensi tersebut adalah (1) Produktivitas, (2) Kualitas Pelayanan, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas dan (5) Akuntabilitas.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Keban (2004:203) menyatakan untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja Panitia di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut:

1. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat.
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2. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja Panitia.

3. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja Panitia.

4. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi public terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja Panitia.

Penilaian Kinerja

Menurut Larry D. Stout (dalam Tangkilisan, 2005:174) mengemukakan bahwa pengukuran atau penilaian kinerja Panitia organisasi merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Berbeda dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bastian (dalam Tangkilisan, 2005:173) bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja Panitia akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus.

Pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Sebagai tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, disebutkan mengenai tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan, antara lain:

1. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;

2. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;

3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;

5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;

8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan;

9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
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10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;

13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Sebagai menyebutkan bahwa pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilukada. Kemudian pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai kinerja Panitia Sebagai panitia pemilihan kecamatan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

Hasil Penelitian

Evaluasi Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah (Pemilukada) Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan

Long Ikis Kabupaten Paser

Efektifitas

PPS sebagai penyelenggara pemilihan tingkat desa yang langsung terhubung dengan PPK long Ikis terbantu oleh kinerja PPK Long Ikis dalam memberikan pelayanan, hal itu bisa dilihat dari cara PPK Long Ikis memberikan kualitas pelayanan untuk PPS dan respons yang diberikan oleh PPK Long Ikis untuk membantu PPS dalam menghadapi masalah serta PPK tidak susah untuk
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dihubungi lewat telepon. Kerja sama adalah kunci suksesnya sebuah kegiatan yang melibatkan banyak elemen masyarakat serta penyelenggara pemilihan.

Dalam penelitian ini efektifitas evaluasi kinerja PPK dalam pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari dua poin penilaian efektifitas, yaitu produktifitas dan pelayanan. Produktivitas dalam penelitian ini terbagi menjadi dua poin penilaian, yaitu Input dan Output. Input yang dimiliki oleh PPK Long Ikis dalam menyelenggarakan Pemilukada adalah anggota yang mumpuni di bidangnya masing-masing, penyelenggaraan pemilihan tingkat desa dan penyelenggara di tingkat TPS, petugas pemutakhiran data, petugas pengamanan, dana/anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, modul dan buku panduan serta peraturan penyelenggaraan pemilu seperti peraturan KPU. Serta Output yang dihasilkan oleh PPK Long Ikis berdasarkan dari beberapa tokoh masyarakat menilai bahwa PPK Long Ikis masih belum maksimal dalam melakukan tugasnya seperti pemilih yang belum terdaftar, warga yang sudah meninggal dan pindah masih terdaftar dalam DPT, serta angka daftar pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya cukup tinggi. Selain itu beberapa tokoh masyarakat memberikan respons positif terhadap kinerja PPK Long Ikis yang dinilai mampu merangkul lembaga penyelenggara pemilihan lainnya untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya PPK Long Ikis memiliki perencanaan tugas yang sudah direncanakan sebelumnya, PPK Long Ikis sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan lembaga pemilihan lainnya agar Pemilukada bisa berjalan lancar serta melaksanakan rapat evaluasi bulanan untuk mengevaluasi kinerjanya. Dari beberapa tugas yang sudah dilaksanakan oleh anggota PPK diberbagai divisi juga sudah mencapai target yang ditetapkan sebelumnya, seperti anggota divisi teknis yang bekerja sesuai dengan tahapan yang ada di PKPU, walaupun dalam prosesnya mengalami perubahan tahapan, dalam melaksanakan tugasnya anggota divisi data sudah mencapai target dengan mengumpulkan data-data pemilih dari beberapa desa, walaupun terhambat dengan akses telekomunikasi. Akan tetapi PPK Long Ikis juga belum mencapai target perencanaannya seperti pada tahapan pengiriman data pemilih ke KPU Kabupaten yang terhambat oleh pemilih yang pindah ke wilayah kerja PPK Long Ikis tidak melapor ke PPK hal ini bisa dilihat dari DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) berjumlah 47 orang dan DPPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang berjumlah 178 orang, Untuk penyaluran logistik mengalami keterlambatan di beberapa desa yang disebabkan oleh akses infrastruktur jalan, selama pengamatan memang kondisi Infrastruktur jalan di beberapa desa di Kecamatan long Ikis memang cukup buruk. Tugas anggota divisi sosialisasi yang sebelumnya merencanakan akan melaksanakan sosialisasi
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pemilihan ke seluruh desa di Kecamatan Long Ikis terhambat oleh anggaran sehingga dalam prosesnya divisi sosialisasi melaksanakan sosialisasi di beberapa desa dan sekolahan serta PPK Long Ikis tidak mencapai target yang ditetapkan oleh KPU Provinsi yang menargetkan 77,5 % partisipasi masyarakat pada Pemilukda Kalimantan Timur akan sedangkan yang dihasilkan selama Pemilukada Kalimantan Timur di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser yaitu berkisar di angka 58% atau lebih rincinya 16.300 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 11.408 suara dari DPT Kecamatan Long Ikis sebesar 27.708 pemilih, Sedangkan untuk Pemilukada Bupati Paser tahun 2015 di Kecamatan Long Ikis berkisar diangka 68%. Artinya PPK Long Ikis belum mampu mencapai target yang diberikan pemerintah daerah serta belum bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam hal partisipasi pemilih.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh PPK Long Ikis terhadap PPS terlaksana dengan baik. Dalam melayani penyelenggara pemilihan lainnya PPK Long Ikis selalu melayani dengan baik dan jika ada masalah pun PPK Long Ikis langsung berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan tersebut dengan menyediakan sekretariat di kantor Kecamatan Long Ikis dan grup sosial media sebagai sarana komunikasi. PPS merasa terbantu dengan pelayanan yang diberikan oleh PPK Long Ikis hal itu bisa dilihat dari tanggung jawab PPK ke PPS dan PPS ke PPK sudah seimbang, respons PPK Long Ikis terhadap terlambatnya pengiriman data dari PPS ke PPK sehingga PPK Long Ikis langsung menjemput data, dan PPK Long Ikis sangat responsif dan komunikatif dalam melayani permasalahan yang ada di tingkat PPS melalui grup sosial media.

Effisiensi

Efisiensi evaluasi kinerja PPK di pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sudah efisien. Hal itu bisa dilihat dari dua poin penilaian yang berada di dalam effisien seperti usaha yang dilakukan oleh PPK Long Ikis dan Manajemen anggaran yang digunakan PPK Long Ikis selama Pemilukada. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PPK Long Ikis demi mencapai tingkat efektifitas patut di apresiasi karena PPK Long Ikis sudah bekerja secara profesional dan maksimal, hal itu bisa dilihat pada tahapan perhitungan suara PPK Long Ikis bekerja kurang lebih 24 jam demi mengejar target yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten, serta untuk menarik perhatian pemilih PPK Long Ikis memasang banner-banner pemilukada di beberapa titik keramaian dan melakukan sosialisasi di beberapa desa dan sekolahan, pada tahapan penyaluran logistik PPK Long Ikis mengatur alur transportasi yang akan digunakan agar penyaluran logistik bisa tersampaikan tepat waktu, pada tahapan pengumpulan pemutakhiran data pemilih, PPK Long Ikis yang dibantu oleh PPDP
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melakukan tugasnya pada malam hari dengan mengesampingkan risiko, karena di beberapa desa para penduduknya mayoritas bermata pencaharian bertani, Hal ini dilakukan agar proses ini bisa berjalan lancar. Dan selalu membuka pelayanan di sekretariat yang telah disediakan dan grup media sosial agar mempermudah komunikasi antara peneyelenggara pemilihan tingkat desa dan PPK Long Ikis. Dari beberapa usaha yang dilakukan, PPK Long Ikis melaksanakan usaha-usaha yang kongkrit agar Pemilukada berjalan dengan sukses.

Dalam pengamaan hal diatas berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan bahwa PPK Long Ikis dalam menarik perhatian pemilih PPK Long Ikis memasang banner-banner di beberapa titik keramaian sehingga dapat dilihat oleh khalayak ramai dan PPK Long Ikis selalu membuka sekretariat kurang lebih 24 jam untuk melayani penyelenggara pemilihan lainnya.

Anggaran yang diterima oleh PPK Long Ikis bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran tersebut tergolong masih kurang dalam menyelenggarakan Pemilukda di tingkat Kecamatan. Hal itu bisa dilihat dari rapat pleno yang dilakukan oleh PPK Long Ikis memakan waktu yang cukup lama sehingga menguras anggaran yang telah disediakan, untuk honorarium dan operasional di tingkat KPPS terkadang ada hal yang harus diantisipasi yang tidak terakomodir dalam anggaran. Dibalik kekurangan anggaran tersebut PPK Long Ikis menyikapinya dengan mencukup-cukupi agar Pemilukada bisa berjalan lancar seperti yang telah direncanakan dengan mengambil langkah mengutamakan tahapan-tahapan penting yang merupakan tahapan vital dalam mesukseskan jalannya Pemilukada.

Kecukupan

Kecukupan evaluasi kinerja PPK di pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sudah cukup optimal. PPK Long Ikis dalam menjalankan setiap tugas pada tahapan-tahapan pemilukada menghadapi berbagai kendala atau hambatan yang menjadi permasalahan kinerja PPK Long Ikis seperti, perekrutan anggota KPPS yang bertugas di setiap TPS terkendala di bagian tingkat pendidikan sehingga membuat PPK Long Ikis mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, keterlambatan kedatangan buku panduan yang akan digunakan untuk bimbingan teknik, dalam permasalahan ini PPK mengambil langkah dengan memanfaatkan teknologi media sosial sebelum dimulainya kegiatan Bimtek , keterlambatan penerimaan data dari PPS desa sehingga membuat PPK Long Ikis mengalami keterlambatan dalam mengirim data ke KPU Kabupaten sehingga PPK Long Ikis langsung turun ke Desa untuk menjemput data, infrastruksur jalan yang rusak seperti di Desa Briwei, Desa Long Gelang, Desa Belimbing, Desa Muara adang, Desa Adang Jaya, dan Desa Teluk Waru yang menghambat penyaluran logistik ke
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Desa sehingga PPK Long Ikis mengambil langkah mengatur alur transportasi, serta kurangnya anggaran yang diterima untuk melakukan sosialisasi sehingga PPK Long Ikis melaksanakan kegiatan sosialisasi hanya di beberapa desa dan sekolah.

Dibalik seluruh permasalahan yang dihadapi oleh PPK Long Ikis, PPK Long Ikis mampu meminimalisir permasalahan yang dihadapi dengan kerja sama dan koordinasi antara anggota dengan ketua maupun dengan sekretariat dan dengan penyelenggara pemilihan lainnya serta mengambil berbagai langkah-langkah yang di kiranya mampu untuk memecahkan masalah yang ada selama tahapan-tahapan pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018.

Perataan

Perataan evaluasi kinerja PPK di pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser belum cukup merata. Anggaran yang dipakai oleh PPK Long Ikis bersumber dari Pemerintah Provinsi kalimantan Timur yang selanjutnya dianggarkan ke KPU sampai dengan PPK hingga PPS, semua pendistribusian dilakukan secara berjenjang dan dalam menyalurkan anggaran kepada seluruh anggota PPK Long Ikis sudah mengikuti RAB (Rancangan Anggaran Biaya) belum terdistribusi secara merata, hal ini dikarenakan Tugas yang dilaksanakan oleh anggota PPK di masing-masing divisi memiliki risiko yang berbeda-beda, seperti yang diperoleh anggota PPK divisi data sudah dirasa cukup besar dan cukup untuk meng handle dalam menjalankan tugasnya yaitu mengumpulkan data, sementara itu anggota divisi logistik memperoleh anggaran yang dirasa kurang dalam menjalankan tugasnya yaitu menyalurkan logistik keseluruh desa, sedangkan anggaran yang diperoleh anggota PPK divisi teknis masih dirasa cukup kurang karena dalam menyingkronkan penyusunan data pemilih mengalami perubahan sehingga PPK Long Ikis mengadakan rapat kembali dengan penyelenggara pemilihan lainnya, dan anggaran yang diterima oleh anggota PPK divisi sosialisasi dirasa cukup karena dalam menjalankan tugasnya, PPK Long Ikis mampu mengakomodir kegiatan sosialisasi.

Responsitivitas

Responsitivitas evaluasi kinerja PPK di pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser sangat responsif. Hal itu bisa dilihat dari kesediaan PPK Long Ikis dalam menerima masukan dari pihak KPU Kabupaten, PPS, dan masyarakat. Setelah menerima beberapa masukan terkait proses pelaksanaan dan PPK Long Ikis mengadakan rapat bulanan yang tujuannya mengevaluasi kinerjanya, di dalam proses rapat tersebut setiap anggota PPK dari masing-masing divisi memberikan masukan kepada ketua PPK sebagai

[image: image20.png]



350

Evaluasi Kinerja PPK dalam PEMILUKADA Kaltim Tahun 2018 (Sopian Iskandar)

[image: image21.png]



pemimpin rapat, yang dimana masukan yang diberikan oleh anggota PPK tersebut adalah masukan dari pihak-pihak yang terlibat selama pemilihan, Setelah proses rapat evaluasi bulanan ketua PPK Long Ikis mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya. PPK Long Ikis menerima masukan tentang pemasalahan DPPPP (Daftar Penduduk Potensial Pemilih) belum tersinkronkan dengan data yang ada di lapangan, Anggota PPK divisi sosialisasi pun menerima masukan tentang kurang cakapnya PPK Long Ikis dalam menyampaikan materi sosialisasi, Sementara itu anggota PPK divisi menerima keluhan tentang keterlambatan penyaluran logistik untuk beberapa desa, hal itu dikarenakan kurang mendukungnya infrastruktur jalan, sedangkan anggota PPK divisi menerima masukan dalam pengiriman data lebih dipercepat, dan anggota divisi teknis pun menerima keluhan tentang kurang dimengertinya penyampaian materi bimtek terhadap PPS.

Namun memang selama pengamatan dilapangan bahwa pada tahapan penyusunan DPT bahkan pemilih yang sudah mencukupi kualifikasi umur masih ada yang belum terdaftar sebagai DPT sehingga PPK Long Ikis mengambil tindakan dan keadaan infrastruktur jalan yang berada di Kecamatan Long Ikis memang kurang memadai.

Ketepatan

Evaluasi kinerja PPK di pemilukada Kalimantan Timur Tahun 2018 di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser cukup maksimal. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan pihak KPU Kabupaten yang merasa terbantu oleh kinerja PPK Long Ikis walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Selain itu pernyataan pihak masyarakat yang merasa terpuaskan oleh kinerja dari PPK Long Ikis, walaupun jumlah DPT kecamatan Long Ikis merupakan yang terbanyak kedua setelah Kecamatan Tanah Grogot yang berjumlah 45.656 pemilih dan Jumlah DPT Kecamatan Long Ikis berjumlah 27.708 pemilih PPK Long Ikis mampu melaksanakan pemilukada dengan baik, serta PPK selalu membantu PPS dalam menjalankan tugasnya dan selalu on time di sekretariatnya, walaupun ada juga beberapa keluhan tentang kinerja PPK yaitu terkait penyusunan data pemilih dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPK Long Ikis tidak merata sehingga tidak semua penduduk Kecamatan Long Ikis dapat mengerti tata cara pemilihan.

Namun memang selama pengamatan dilapangan bahwa masyarakat Kecamatan Long Ikis masih ada yang belum mengerti terkait tata cara pemilihan yang benar hal ini bisa dilihat dari suara tidak sah yang mencapai 630 surat suara dan bahkan ada pemilih yang mencoblos tidak pada kolom yang disediakan, padahal kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPK Long Ikis merupakan tahapan penting untuk menarik perhatian pemilih dan pada tahapan perhitungan
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suara PPK Long Ikis patut diapresiasi karena bekerja tidak mengenal waktu dan sangat maksimal agar dalam tahapan perhitungan suara biasa cepat terselesaikan. Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Dalam kaitannya antara teori dan hasil penelitian dalam proses keberhasilan suatu kinerja dapat dinilai dari tujuan kinerja PPK dan berdampak pada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat merasakan dampak yang cukup baik akan kinerja PPK Long Ikis yang sudah bekerja maksimal selama Pemilukada untuk mencapai tujuannya yaitu mesukseskan Pemilukada.

Kendala

1. Kendala Internal

a. Kurangnya anggaran.

b. Perekrutan KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) tidak memenuhi persyaratan.

c. Kurangnya kompetensi anggota penyelenggaraan di tingkat desa.

2. Kendala Eksternal

a. Jaringan seluler kurang memadai.

b. Kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin hasil Pemilukada sebelumnya.

c. Sarana Transportasi Terbatas.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kinerja PPK belum efektif dikarenakan PPK Long Ikis belum mencapai target yang ditetapkan terutama dalam jumlah angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

2. Kinerja PPK belum Efisien dikarenakan dalam pelaksanaannya PPK memiliki beberapa usaha untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, akan tetapi usaha tersebut masih ada yang belum tercapai. Dari segi anggaran yang dimiliki PPK Long Ikis dirasa masih kurang akan tetapi PPK Long Ikis bisa mencukupi anggaran tersebut.

3. Kecukupan kinerja PPK sudah optimal dikarenakan dalam melaksanakan pemilukada PPK Long Ikis menghadapi berbagai masalah dan berhasil memecahkan masalah tersebut.

4. Pemeratan kinerja PPK belum tercapai, pendistribusian anggaran yang dilakukan PPK Long Ikis terhadap anggota dan tahapannya belum merata tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap anggota PPK
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berbeda-beda dikarenakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap anggota PPK berbeda-beda.

5. Kinerja PPK Long Ikis sudah sangat responsif terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat, PPS dan KPU Kabupaten dan langsung menindaklanjutinya.

6. Ketepatan kinerja PPK sudah tercapai, pihak KPU kabupaten serta masyarakat sebagai pihak yang selalu terhubung dengan PPK Long Ikis merasa terpuaskan oleh kinerjanya.

7. Kendala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menjalankan tugasnya selama pelaksanaan Pemilukada tahun 2018, yaitu:

a. Kendala internal dari kinerja PPK Kecamatan Long Ikis adalah perekrutan anggota KPPS tidak memenuhi persyaratan, Anggaran yang kurang dan kurangnya kompetensi anggota penyelenggara pemilihan tingkat desa.

b. Kendala eksternal dari kinerja PPK adalah Jaringan seluler kurang memadai, Kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin hasil Pemilukada sebelumnya serta sarana transportasi terbatas.

Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar sebelum menganggarkan anggaran Pemilukada sebaiknya berkoordinasi dahulu dengan pihak penyelenggara Pemilukada tingkat Kecamatan.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kualitas jaringan telekomunikasi agar mempermudah penyampaian informasi dari setiap Desa ke Kecamatan.

3. Diharapkan kepada Ketua PPK untuk meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara pemilihan di tingkat desa dalam tahapan pemutakhiran data agar tidak terjadi kesalahan pada penetapan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)

4. PPK Long Ikis sebaiknya memanfaatkan sosial media agar menarik perhatian pemilih dan meningkatkan angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

5. PPK Long Ikis sebaiknya mempersiapkan anggaran cadangan agar dalam melaksanakan tugas bisa berjalan lancar dan bila dalam menjalankan tugas menemui hambatan yang tak terduga.

6. Diharapkan kepada PPK Long ikis untuk melakukan kegiatan sosialisasi ke seluruh Desa agar seluruh masyarakat Kecamatan Long Ikis bisa mengerti tentang tata cara pemilihan yang benar.

7. Diharapkan kepada PPK Long Ikis untuk mempersiapkan dan membimbing penyelenggara pemilihan tingkat Desa agar pada pemilihan umum berikutnya penyelenggara pemilihan tingkat Desa bisa melakukan tugasnya secara maksimal.
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8. Diharapkan kepada PPK Long Ikis untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada PPS di seluruh desa lalu di sosialisasikan kembali oleh PPS kepada masyarakat agar menghemat anggaran dan bisa lebih tepat sasaran serta kegiatan sosialisasi bisa menyuluruh kesuluruh desa.

9. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Long Ikis agar lebih berpartisipasi serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam kegiatan politik yang diadakan penyelenggara Pemilihan.
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DOKUMEN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Undang-undang Sebagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilhan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-undang.
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